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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana bentuk-bentuk 
perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana 
apabila dilakukan oleh pejabat imigrasi dan 
bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana 
terhadap pejabat imigrasi berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 
Keimigrasian. Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. 
Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat 
dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan oleh 
pejabat imigrasi yaitu membiarkan seseorang 
melakukan tindak pidana Keimigrasian dan 
dengan sengaja dan melawan hukum:  a. 
memberikan Dokumen Perjalanan Republik 
Indonesia dan/atau memberikan atau 
memperpanjang dokumen keimigrasian kepada 
seseorang yang diketahuinya tidak berhak;b. 
membocorkan data Keimigrasian yang bersifat 
rahasia kepada pihak yang tidak berhak; c. tidak 
menjalankan prosedur operasi standar yang 
berlaku dalam proses pemeriksaan 
pemberangkatan atau kedatangan di Tempat 
Pemeriksaan Imigrasi yang mengakibatkan 
masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia 
atau keluarnya orang dari Wilayah Indonesia; 
d.tidak menjalankan prosedur operasi standar 
penjagaan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi 
atau Ruang Detensi Imigrasi yang 
mengakibatkan Deteni melarikan diri; e. tidak 
memasukkan data ke dalam Sistem Informasi 
Manajemen Keimigrasian. 2. Pemberlakuan 
ketentuan pidana terhadap pejabat imigrasi 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2011 Tentang Keimigrasian dengan pidana 
penjara dan pidana kurungan. Pidana penjara 
diberlakukan paling lama pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) tahun. pidana 
kurungan paling lama 6 (enam) bulan. 
Pemberlakuan pidana penjara dan pidana 
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kurungan sesuai dengan jenis tindak pidana 
yang dilakukan oleh pejabat imigrasi. 
Kata kunci: Pemberlakuan Ketentuan Pidana, 
Pejabat Imigrasi, Keimigrasian 

 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Pelaksanaan pengawasan orang asing 
merupakan wewenang dan tanggung jawab 
Menteri Hukum dan HAM, untuk melakukan 
keberadaan serta kegiatannya di wilayah 
Negara Republik Indonesia, serta 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas badan 
atau instansi pemerintah yang terkait dalam 
pengawasan orang asing. Dalam rangka 
pengawasan orang asing, maka diperlukan 
menghimpun data dan informasi setiap orang 
yang masuk atau ke luar wilayah negara 
Republik Indonesia, berada di wilayah negara 
Republik Indonesia; dan melakukan kegiatan di 
wilayah negara Republik Indonesia. 

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, 
aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula 
terlepas dari geografis Wilayah Indonesia yang 
terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak 
yang dekat, bahkan berbatasan langsung 
dengan negara tetangga, yang pelaksanaan 
Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis 
perbatasan merupakan kewenangan instansi 
imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis 
perbatasan terdapat lalu lintas tradisional 
masuk dan keluar warga negara Indonesia dan 
warga negara tetangga. Dalam rangka 
meningkatkan pelayanan dan memudahkan 
pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas 
dan diupayakan perluasan Tempat Pemeriksaan 
Imigrasi. Dengan demikian, dapat dihindari 
orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di 
luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kepentingan 
nasional adalah kepentingan seluruh rakyat 
Indonesia sehingga pengawasan terhadap 
Orang Asing memerlukan juga partisipasi 
masyarakat untuk melaporkan Orang Asing 
yang diketahui atau diduga berada di Wilayah 
Indonesia secara tidak sah atau 
menyalahgunakan perizinan di bidang 
Keimigrasian.  

Pejabat Imigrasi sebagai pegawai yang telah 
melalui pendidikan khusus keimigrasian dan 
memiliki keahlian teknis keimigrasian serta 
memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas 
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dan tanggung jawab wajib melaksanakan tugas 
dengan menaati peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pejabat imigrasi harus 
berupaya untuk tidak melakukan perbuatan-
perbuatan bertentangan dengan aturan-aturan 
keimigrasian yang berlaku, seperti membiarkan 
seseorang melakukan tindak pidana 
keimigrasian dan tidak berupaya untuk 
melakukan penegakan hukum yang semestunya 
wajib dilakukan. 

Pejabat imigrasi harus berupaya untuk tidak 
melakukan perbuatan-perbuatan dengan cara 
membocorkan rahasia data keimigrasian yang 
bersifat rahasia dan sangat penting untuk 
dilindungi agar tidak ditahui oleh pihak-pihak 
yang tidak berhak serta tidak berupaya 
menjalankan prosedur prosedur operasi 
standar yang berlaku dalam proses 
pemeriksaan pemberangkatan atau kedatangan 
di tempat pemeriksaan imigrasi yang 
mengakibatkan masuknya orang asing ke 
wilayah Indonesia atau keluarnya orang dari 
Wilayah Indonesia tidak berada dalam 
pengawasan. 

Pejabat imigrasi dapat dikenakan sanksi 
pidana apabila tidak melaksanakan 
kewajibannya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku apabila 
terbukti perbuatan-perbuatan yang 
dilakukannya memenuhi unsur-unsur tindak 
pidana keimigrasian. 

 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan 

yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila 
dilakukan oleh pejabat imigrasi ? 

2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan 
pidana terhadap pejabat imigrasi 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ? 
 

C. METODE PENELITIAN 
Penyusunan materi penulisan Skripsi ini, 

menggunakan metode penelitian hukum 
normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan 
sebagai penunjang dikumpulkan melalui studi 
kepustakaan.  

 
PEMBAHASAN 
A. Bentuk-Bentuk Perbuatan Yang Dapat 

Dikenakan Sanksi Pidana Apabila Dilakukan 
Oleh Pejabat Imigrasi  

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian, Pasal 133 huruf (a) Pejabat 
Imigrasi atau pejabat lain membiarkan 
seseorang melakukan tindak pidana 
Keimigrasian, sehingga dapat dikenakan sanksi 
pidana. Adapun tindak pidana keimigrasian 
yang dimaksud dapat diketahui 
1. Pasal 118. Setiap Penjamin yang dengan 

sengaja memberikan keterangan tidak benar 
atau tidak memenuhi jaminan yang 
diberikannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

2. Pasal 119 (1) Setiap Orang Asing yang masuk 
dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang 
tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa 
yang sah dan masih berlaku sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja 
menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi 
diketahui atau patut diduga bahwa 
Dokumen Perjalanan itu palsu atau 
dipalsukan dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 

3. Pasal 120. (1) Setiap orang yang melakukan 
perbuatan yang bertujuan mencari 
keuntungan, baik secara langsung maupun 
tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk 
orang lain dengan membawa seseorang atau 
kelompok orang, baik secara terorganisasi 
maupun tidak terorganisasi, atau 
memerintahkan orang lain untuk membawa 
seseorang atau kelompok orang, baik secara 
terorganisasi maupun tidak terorganisasi, 
yang tidak memiliki hak secara sah untuk 
memasuki Wilayah Indonesia atau keluar 
dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk 
wilayah negara lain, yang orang tersebut 
tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah 
tersebut secara sah, baik dengan 
menggunakan dokumen sah maupun 
dokumen palsu, atau tanpa menggunakan 
Dokumen Perjalanan, baik melalui 
pemeriksaan imigrasi maupun tidak, 
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dipidana karena Penyelundupan Manusia 
dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu 
miliar lima ratus juta rupiah). (2) Percobaan 
untuk melakukan tindak pidana 
Penyelundupan Manusia dipidana dengan 
pidana yang sama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).  

4. Pasal 121. Dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah): a. setiap orang yang dengan 
sengaja membuat palsu atau memalsukan 
Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal 
dengan maksud untuk digunakan bagi 
dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk 
atau keluar atau berada di Wilayah 
Indonesia; b. setiap Orang Asing yang 
dengan sengaja menggunakan Visa atau 
Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau 
yang dipalsukan untuk masuk atau keluar 
atau berada di Wilayah Indonesia.  

5. Pasal 122. Dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda 
paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah): a. setiap Orang Asing yang 
dengan sengaja menyalahgunakan atau 
melakukan kegiatan yang tidak sesuai 
dengan maksud dan tujuan pemberian Izin 
Tinggal yang diberikan kepadanya; b. setiap 
orang yang menyuruh atau memberikan 
kesempatan kepada Orang Asing 
menyalahgunakan atau melakukan kegiatan 
yang tidak sesuai dengan maksud atau 
tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan 
kepadanya. 

6. Pasal 123. Dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah): a. setiap orang yang dengan 
sengaja memberikan surat atau data palsu 
atau yang dipalsukan atau keterangan tidak 
benar dengan maksud untuk memperoleh 
Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri 
atau orang lain; b. setiap Orang Asing yang 
dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin 
Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah 
Indonesia. 

7. Pasal 126. Setiap orang yang dengan 
sengaja: a. menggunakan Dokumen 
Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk 
atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi 
diketahui atau patut diduga bahwa 
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu 
palsu atau dipalsukan dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); b. 
menggunakan Dokumen Perjalanan Republik 
Indonesia orang lain atau yang sudah 
dicabut atau yang dinyatakan batal untuk 
masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau 
menyerahkan kepada orang lain Dokumen 
Perjalanan Republik Indonesia yang 
diberikan kepadanya atau milik orang lain 
dengan maksud digunakan secara tanpa hak 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah); c. memberikan data yang tidak sah 
atau keterangan yang tidak benar untuk 
memperoleh Dokumen Perjalanan Republik 
Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah); d. memiliki atau menggunakan 
secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih 
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia 
yang sejenis dan semuanya masih berlaku 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah); e. memalsukan Dokumen 
Perjalanan Republik Indonesia atau 
membuat Dokumen Perjalanan Republik 
Indonesia palsu dengan maksud untuk 
digunakan bagi dirinya sendiri atau orang 
lain dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 

8. Pasal 127. Setiap orang yang dengan sengaja 
dan melawan hukum menyimpan Dokumen 
Perjalanan Republik Indonesia palsu atau 
dipalsukan dengan maksud untuk digunakan 
bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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9. Pasal 128. Dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah): a. setiap orang yang dengan 
sengaja dan melawan hukum mencetak, 
mempunyai, menyimpan, atau 
memperdagangkan blanko Dokumen 
Perjalanan Republik Indonesia atau blanko 
Dokumen Keimigrasian lainnya; b. setiap 
orang yang dengan sengaja dan melawan 
hukum membuat, mempunyai, menyimpan, 
atau memperdagangkan cap atau alat lain 
yang digunakan untuk mengesahkan 
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia 
atau Dokumen Keimigrasian lainnya. 

10.Pasal 129. Setiap orang yang dengan sengaja 
dan melawan hukum untuk kepentingan diri 
sendiri atau orang lain merusak, mengubah, 
menambah, mengurangi, atau 
menghilangkan, baik sebagian maupun 
seluruhnya, keterangan atau cap yang 
terdapat dalam Dokumen Perjalanan 
Republik Indonesia atau Dokumen 
Keimigrasian lainnya dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

11.Pasal 131. Setiap orang yang dengan sengaja 
tanpa hak dan melawan hukum memiliki, 
menyimpan, merusak, menghilangkan, 
mengubah, menggandakan, menggunakan 
dan atau mengakses data Keimigrasian, baik 
secara manual maupun elektronik, untuk 
kepentingan diri sendiri atau orang lain 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 

12.Pasal 132.Pejabat Imigrasi atau pejabat lain 
yang ditunjuk yang dengan sengaja dan 
melawan hukum memberikan Dokumen 
Perjalanan Republik Indonesia dan/atau 
memberikan atau memperpanjang 
Dokumen Keimigrasian kepada seseorang 
yang diketahuinya tidak berhak dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 
tahun. 

13.Pasal 133 huruf b. Dengan sengaja 
membocorkan data Keimigrasian yang 
bersifat rahasia kepada pihak yang tidak 
berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun; 

14. Pasal 134 huruf b. Setiap Deteni yang 
dengan sengaja:  

 a. membuat, memiliki, menggunakan, 
dan/atau mendistribusikan senjata dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun; b. melarikan diri dari Rumah Detensi 
Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun. 

15.Pasal 135. Setiap orang yang melakukan 
perkawinan semu dengan tujuan untuk 
memperoleh Dokumen Keimigrasian 
dan/atau untuk memperoleh status 
kewarganegaraan Republik Indonesia 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah).3 
Perbuatan hukum adalah perbuatan yang 

sengaja dikehendaki oleh subjek dan 
menimbulkan akibat hukum. Unsur perbuatan 
hukum adalah kehendak dan pernyataan 
kehendak yang sengaja menimbulkan akibat 
hukum. Dalam arti seseorang dihukum karena 
ia dengan sengaja melanggar norma hukum 
yang berlaku sehingga mengakibatkan sesuatu 
yang buruk atau yang merugikan. Dalam hal ini 
suatu peristiwa konkret itu harus menjadi 
peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang oleh 
hukum dihubungkan dengan akibat hukum.4 
 
B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap 

Pejabat Imigrasi Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 
Keimigrasian  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian, Pasal 133. Pejabat 
Imigrasi atau pejabat lain:  
a. membiarkan seseorang melakukan tindak 

pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud 
Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, 
Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, 
Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, 
Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan 
Pasal 135 yang patut diketahui olehnya 

                                                             
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian. 
4 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, CV Pustaka Setia, 
Bandung,  2011, hal. 199-120. 
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun;  

b. dengan sengaja membocorkan data 
Keimigrasian yang bersifat rahasia kepada 
pihak yang tidak berhak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 
68 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun;  

c. dengan sengaja tidak menjalankan prosedur 
operasi standar yang berlaku dalam proses 
pemeriksaan pemberangkatan atau 
kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi 
yang mengakibatkan masuknya Orang Asing 
ke Wilayah Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau 
keluarnya orang dari Wilayah Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
(1) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun;  

d. dengan sengaja dan melawan hukum tidak 
menjalankan prosedur operasi standar 
penjagaan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi 
atau Ruang Detensi Imigrasi yang 
mengakibatkan Deteni melarikan diri 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun;  

e. dengan sengaja dan melawan hukum tidak 
memasukkan data ke dalam Sistem 
Informasi Manajemen Keimigrasian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 
dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 6 (enam) bulan. 
Jika pemerintah tidak memiliki legalitas 

untuk melakukan suatu tindakan, berarti 
pemerintah tidak boleh bertindak untuk 
menanggulangi suatu urusan. Dalam praktik 
penyelenggaraan negara modern dewasa ini, 
keadaaan seperti ini tentu saja tidak boleh 
terjadi karena hal itu akan menimbulkan 
masalah yang sangat serius bagi kelangsungan 
hidup (eksistensi) bangsa dan negara.5 

Tindakan pemerintah tidaklah dalam arti 
sebebas-bebasnya, karena konstitusi atau 
hukum harus ditaati agar tidak berlaku 
sewenang-wenang, baik dalam arti tindakan 
yang melampaui batas kewenangan, bertindak 
tidak sesuai dengan kewenangan atau 

                                                             
5  Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan 
Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, 
Erlangga, Jakarta. 2010, hal. 36. 

peruntukannya atau bertindak sewenang-
wenang.6 

Dalam penyelenggaraan kepemerintahan 
yang baik (good governance) menghendaki 
adanya akuntabilitas, transparansi, 
keterbukaan dan rule of law, sementara 
pemerintahan yang bersih menuntut 
terbebasnya praktek yang menyimpang (mal-
administration) dari “etika administrasi negara” 
sedangkan pemerintah yang berwibawa 
menuntut adanya ketundukkan, ketaatan dan 
kepatuhan (complence) rakyat terhadap 
undang-undang, pemerintah dan kebijakan 
pemerintah, 7  sedangkan pemerintahan yang 
berwibawa berkaitan dengan “ketaatan, 
kepatuhan dan ketundukkan masyarakat 
kepada pemerintah, peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah. Ketaatan, kepatuhan dan 
ketundukan masyarakat, sering muncul atau 
ditemukan karena pemerintah menggunakan 
“otoritas kekuasaan” yang mereka miliki.8 

Supremasi hukum artinya kekuasaan 
tertinggi dipegang oleh hukum. Baik rakyat 
maupun pemerintah tunduk pada hukum. Jadi 
yang berdaulat adalah hukum.9 Equality before 
the law artinya persamaan kedudukan di depan 
hukum tidak ada yang diistimewakan.10 

Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 29 Tahun 2014 
Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah, Pasal 1 angka 2. Kinerja adalah 
keluaran/hasil dari kegiatan/program yang 
telah atau hendak dicapai sehubungan dengan 
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 
kualitas terukur. 

Penilaian kerja menurut Ivancevich, 
merupakan aktivitas yang digunakan untuk 
menentukan pada tingkat mana seorang 
pekerja (dalam hal ini aparatur pemerintah) 
menyelesaikan pekerjaannya secara efektif. 
Implikasinya adalah, penilaian kinerja terhadap 

                                                             
6 H. Murtir Jeddawi, Negara Hukum Good Governance dan 
Korupsi di Daerah, Total Media, Yogyakarta, 2011.hal. 2. 
7 Hj. Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan 
Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manejemen 
Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good 
Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Cetakan l. 
Mandar Maju Bandung, 2004, hal. 17. 
8  Ibid, hal. 17. 
9  Arif Rudi Setiyawan, Sukses Meraih Profesi Hukum 
Idaman, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010, hal. 90. 
10Ibid. 
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pekerjaan pegawai diperlukan agar perilaku 
mereka dapat diarahkan guna melakukan 
pekerjaan dengan baik sehingga tercapailah 
tujuan organisasi. Penilaian terhadap kinerja 
memberikan banyak manfaat yang penting 
bagiorganisasi sebagai suatu wadah kegiatan 
bagi sekelompok orang yang bekerja sama 
dalam mencapai tujuan.11 

Tujuan dikembangkannya sistem 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini 
adalah untuk mendorong terciptanya 
akuntabilitas kinerja instnasi pemerintah 
sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya 
pemerintahan yang baik dan terpercaya, 
sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah: 
1. Menjadi instansi yang akuntabel sehingga 

dapat beroperasi secara efisien, efektif dan 
responsif terhadap aspirasi masyarakat dan 
lingkungannya; 

2. Terwujudnya transparansi instansi 
pemerintah; 

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan pembangunan nasional; 

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat 
kepada pemerintah.12 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme, mengatur kewajiban menerapkan 
asas akuntabilitas untuk pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kepada masyarakat 
bahwa selama penyelenggaran kegiatan 
pemerintahan, pemerintah telah melaksanakan 
pengawasan dan penindakan terhadap pejabat-
pejabat pemerintah yang tidak menerapkan 
sistem  penyelenggara Negara Yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 28 Tahun 1999  tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. I.Umum, 
menjelaskan penyelenggara Negara 
mempunyai peran penting dalam mewujudkan 
cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas 
dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang 
Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang 
sangat penting dalam pemerintahan dan dalam 

                                                             
11  H.Achmad Amnis, (Editor). H.Alisjahbana,Manajemen 
Kinerja Pemerintah Daerah. Gramedia, LaksBang 
PRESSindo, Yogyakarta, 2012. hal.91-92. 
12 Hj. Sedarmayanti, Op.Cit.hal. 56. 

hal hidupnya negara ialah semangat para 
Penyelenggara Negara dan pemimpin 
pemerintahan. 

Dalam rangka penyelamatan dan 
normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan 
reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, 
dan misi dari seluruh Penyelenggara Negara 
dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan 
misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan 
hati nurani rakyat yang menghendaki 
terwujudnya Penyelenggara Negara yang 
mampu menjalankan tugas dan fungsinya, yang 
dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari 
korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana 
diamanatkan oieh Ketetapan Majelis 
Perrnusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.13 

Sesuai dengan ketententuan hukum yang 
berlaku sebagaimana dinyatakan pada Pasal 
133 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Keimigrasian, maka pejabat imigrasi 
dapat dikenakan sanksi pidana apabila 
membiarkan seseorang melakukan tindak 
pidana Keimigrasian. Demikian pula apabila 
pejabat imigrasi dengan sengaja membocorkan 
data keimigrasian yang bersifat rahasia kepada 
pihak yang tidak berhak. 

Apabila pejabat imirasi dengan sengaja tidak 
menjalankan prosedur operasi standar yang 
berlaku dalam proses pemeriksaan 
pemberangkatan atau kedatangan di Tempat 
Pemeriksaan Imigrasi yang mengakibatkan 
masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia 
tidak diawasi dengan baik, maka sanksi pidana 
akan diberlakukan.  

Perbuatan lainnya yang dapat dikenakan 
sanksi pidana apabila pejabat imirasi dengan 
sengaja dan melawan hukum tidak 
menjalankan prosedur operasi standar 
penjagaan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi 
atau Ruang Detensi Imigrasi yang 
mengakibatkan Deteni melarikan diri dan 
Pejabat Imigrasi yang dengan sengaja dan 
melawan hukum tidak memasukkan data ke 
dalam Sistem Informasi Manajemen 
Keimigrasian.  

                                                             
 13 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 28 Tahun 1999  tentang Penyelenggara 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme. I.Umum. 
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PENUTUP 
A.  KESIMPULAN 
1.  Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat 

dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan 
oleh pejabat imigrasi yaitu membiarkan 
seseorang melakukan tindak pidana 
Keimigrasian dan dengan sengaja dan 
melawan hukum:  

a. memberikan Dokumen Perjalanan 
Republik Indonesia dan/atau 
memberikan atau memperpanjang 
dokumen keimigrasian kepada 
seseorang yang diketahuinya tidak 
berhak. 

b. membocorkan data Keimigrasian yang 
bersifat rahasia kepada pihak yang tidak 
berhak 

c. tidak menjalankan prosedur operasi 
standar yang berlaku dalam proses 
pemeriksaan pemberangkatan atau 
kedatangan di Tempat Pemeriksaan 
Imigrasi yang mengakibatkan masuknya 
Orang Asing ke Wilayah Indonesia atau 
keluarnya orang dari Wilayah Indonesia  

d. tidak menjalankan prosedur operasi 
standar penjagaan Deteni di Rumah 
Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi 
Imigrasi yang mengakibatkan Deteni 
melarikan diri.  

e. tidak memasukkan data ke dalam Sistem 
Informasi Manajemen Keimigrasian.  

2.  Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap 
pejabat imigrasi berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 
Keimigrasian dengan pidana penjara dan 
pidana kurungan. Pidana penjara 
diberlakukan paling lama pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) 
tahun. pidana kurungan paling lama 6 
(enam) bulan. Pemberlakuan pidana 
penjara dan pidana kurungan sesuai 
dengan jenis tindak pidana yang dilakukan 
oleh pejabat imigrasi. 

 
B. SARAN 
1. Untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk 

perbuatan pidana yang dilakukan oleh 
pejabat imigrasi, maka diperlukan 
pembinaan dan pengawasan oleh 
pemerintah melalui Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia terhadap pejabat 

imigrasi dalam melaksanakan tugas di 
bidang keimigrasian. Pejabat imigrasi 
sebagai aparatur pemerintah wajib 
melaksanakan tugas dengan penuh 
tanggung jawab dan wajib menaati 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap 
pejabat imigrasi perlu dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
sebagai upaya penghukuman guna 
memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi 
pejabat imigrasi lainnya sebagai peringatan 
untuk tidak melakukan perbuatan pidana 
yang sama. Ketentuan pidana yang 
diberlakukan terhadap pejabat imigrasi 
harus sesuai dengan jenis tindak pidana yang 
dilakukan dan telah terbukti secara sah 
dalam pemeriksaan di pengadilan. 
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